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PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

SEKSI KEWASPADAAN DINt Nama SOP KEWASPADAAN DINI PROVINSI KALIMANTAN
BARAT
Dasar Hukum KualWStPelﬂkzana

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong
Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap
Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;

. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

. Memiliki kewenangan dalam penyusunan program dan rencana

kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data Kewaspadaan Dini
Propinsi Kalimantan Barat;

. Memiliki kemampuan melaksanakan kegiatan pengumpulan dan

Pengolahan Data kewaspadaan dini Provinsi Kalimantan Barat;

. Memiliki kemampuan dalam mengkonsep surat
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5. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Standar
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat;

6. Peraturan Gubemur Kalimantan Barat Nomor 70 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan

Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Tahun 2019

Nomor 71).

lerkaiar
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1. Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat terkait kebijakan;
2. Melakukan Koordinasi dgn Kabupaten/Kota serta Stakeholders terkait.

R T |
i |

Jika
Barat tidak terhimpun dengan baik.

k dilaksanakan sesuai SOP, maka Data Kewaspadaan Dini di Kalimantan

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan

2. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD

3. SK Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang Pembentukan TIM
4. Perangkat Komputer

3t |

satu tahun

asaran Strategs,

Indikator kinerja. ta

naataan

et, a angara ‘
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a. membuat draft SK Tim pengendalian dan pengawasan
Kewaspadaan Dini di Kalimantan Barat.

Alat Tulis Kantor

“Draft SKTim

Daftar Ha

Daftar Hadir

b. mengajukan Draft SK Tim kepada Kabid dengan nota - Daftar nama-nama Tim dan Nota - Draft SK Tim
pengantar Pengantar

¢. Menyampaikan Draft SK Tim , apabila disetujui untuk - Nota Dinas - SK yang ditanda tangan
ditanda tangan dengan Nota Dinas Kasat

Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang berisi : - Alat Tulis Kantor 2hari | - Kerangka Acuan Kerja

a. Latar Belakang - Dokumen Pelaksana Anggaran (KAK)

b. Kegiatan - SKTim

c. Maksud dan Tujuan

d. Cara Pelaksanaan Kegiatan

e. Pelaksana dan Penanggungjawab kegiatan

a. Membuat konsep surat permintaan data identifikasi - Surat kepada Satpol PP 1hari | - Surat Pengantar dan Surat
potensi kerawanan sosial kepada Kepala Satuan Polisi Kabupaten/Kota se-Kalbar Kepada Kasat Pol PP
Pamong Praja Kabupaten/Kota se-Kalimanan Barat I Kabupaten/Kota se-Kalbar

c. Melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong - SPT (Surat Perintah Tugas) dan 2hari | - Hasil koordinasi dengan
Praja Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat SPPD (Surat Perintah Perjalanan Satpol PP Kab/Kota se-

Dinas) Kalbar
4 |Menyiapkan Administrasi Rapat :

a. Undangan - Alat Tulis Kantor 1hari | - Undangan

b. Materi - Dokumen Pelaksana Anggaran - Materi

¢. Tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan - Tempat

d. - Daftar Hadir

Materi kegiatan

a
¢c. Penyampaian Materi - Materi kegiatan rapat | . Ruang Kegiatan
d. Diskusi - Ruang Kegiatan - Dokumentasi kegiatan
- Dokumentasi kegiatan
. Mengkoordinasikan dengan Satuan Polisi Pamong Praja - SPT (Surat Perintah Tugas) dan | 1 Tahun Data identifikasi potensi
Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat SPPD (Surat Perintah Perjalanan kerawanan sosial di Kab/
Dinas) Kota




Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan
melaporkan kepada Kasat melalui Kasi dan Kabid

- Alat Tulis Kantor, data kegiatan = SPOGD el palonn
kegiatan
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SEKSI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN

Nama SOP

PENYULUHAN TENTANG KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTERAMAN

Dasar Hukum '

Kualifikasi Pdlaksana-

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong
Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap
Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;

. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

. Memiliki kewenangan dalam penyusunan kegiatan Fasilitasi

Pembinaan Masyarakat Kabupaten / Kota se- Kalimantan
BaratMemiliki kemampuan dalam menyusun rencana pelaksanaan
kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah Provinsi di
Kabupaten/Kota;

Memiliki kemampuan dalam menyusun rencana pelaksanaan
kegiatan Fasilitasi Pembinaan Masyarakat Kabupaten / Kota se-
Kalimantan Barat Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
untuk melaksanakan Koordinasi dengan Dinas / Badan;

Memiliki kemampuan dalam mengkonsep surat

. Mengetahui dan menguasai Produk Hukum Daerah Provinsi yang

akan disosialisasikan kepada masyarakat.




Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat;

6. Peraturan Gubemur Kalimantan Barat Nomor 70 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Tahun 2019
Nomor 71).

i ; - Peringatan
Jika tidak dilaksanakan sesuai
Pembinaan Masyarakat Kabupaten / Kota se - Kalimantan Barat tidak akan
berjalan lancar

5. Peratran Gubernur Nomor 60 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Stanar

Sy

4. Perangkat Komputer

SOP, maka pelaksanaan kegiatan Fasiltasi |

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Ba
2. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD
3. SK Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang Pembentukan TIM

) rleng

’ | - :}:[,“ ;I "m. T
Sasaran egi, Indikator kinerja, target, program dan anggaran
satu tahun
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ST P
Draft SK Tim

apabila Kasat menyetujui di tandatangani dengan
- melampirkan Nota Dinas

. Acara Pembukaan

a

b

c. Penyampaian Materi
d. Evaluasi pelaksanaan
e

. Penutup

- Konsep surat

- Alat Tulis Kantor
- Daftar Hadir

- Materi kegiatan

- Ruang Kegiatan

- Dokumentasi kegiatan

Tempat dan waktu kegiatan

Daftar

[a. Membuat draft SK Tim Panitia Pelaksanaan Kegiatan - Alat Tulis Kantor
Sosialisasi Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong
Praja
b. Mengajukan Draft SK Tim kepada Kabid dengan nota - Daftar nama-nama Tim dan Nota Draft SK Tim
pengantar Pengantar
c. Menyampaikan Draft SK Tim , apabila Kasat menyetujui - Nota Dinas SK yang ditanda tangan
untuk ditanda tangan dengan Nota Dinas Kasat
Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang berisi : - Alat Tulis Kantor 1 hari Kerangka Acuan Kerja
a. Uraian Kegiatan - Dokumen Pelaksana Anggaran (KAK)
b. Maksud dan Tujuan l::] - SKTim
c. Tempat dan Waktu Pelaksanaan
d. Jumlah peserta
e. Hasil kegiatan
Menyiapkan konsep administrasi Surat Menyurat : - Alat Tulis Kantor 3 hari konsep surat undangan
a. Undangan peserta kegiatan - Konsep administrasi surat Konsep surat permintaan
b. Permintaan Narasumber menyurat Narasumber
c. Permintaan Moderator - Daftar hadir Daftar hadir
d. Permintaan Pembawa Acara - Jadwal acara Jadwal acara
Menyiapkan : Tempat dan waktu kegiatan
e. Materi Kegiatan Materi kegiatan
f. Tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan
g. Daftar Hadir dan Jadwal acara
f. dan kelengkapan administrasi lainnya
a. mengajukan konsep surat-surat tersebut kepada Kasi - Alat Tulis Kantor 1 hari Surat undangan yang telah
ditandatangani Kasat
b. mengajukan konsep surat Tim kepada Kabid dengan - Nota Pengantar Kasi kepada Surat Permintaan Narasumber
nota pengantar N Kabid yang telah ditandatangani
Kasat
c. mengajukan konsep surat tersebut kepada Kasat, - Nota Dinas Kabid kepada Kasat Daftar Hadir, Jadwal acara,

Materi Keqiatan

Hadir
Materi kegiatan
Ruang Kegiatan
Dokumentasi kegiatan




membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan
melaporkan kepada Kasat melalui Kasi dan Kabid

_ Laporan hasil pelaksanaan
kegiatan

- Alat Tulis Kantor, data kegiatan
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Disahkan Oleh POLISI PAMONG PRAJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
LAYANAN SOSIALISASI PRODUK HUKUM
SEKSI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN Nama SOP DAERAH PROVINSI DI KAB/KOTA

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 1.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 2
. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong
Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap 3.
. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik untuk melaksanakan

Operasional Satuan Polisi Pamong Praja; 4

. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah

Memiliki kewenangan dalam penyusunan kegiatan Sosialisasi
Produk Hukum Daerah Provinsidi Kabupaten KotaSetiap petugas
harus memahami tugas pokok dan fungsinya, peka terhadap situasi
lingkungan dan arif dalam menangani suatu peristiwa serta dapat
melaporkan dengan benar;

. Memiliki kemampuan dalam menyusun rencana pelaksanaan

kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah Provinsi di
Kabupaten/Kota;

Memiliki kemampuan dalam mengkonsep surat;

Koordinasi dengan Dinas / Badan;




r Hukum

Perubahan Atas Peraturan Gubemur Nomor 120 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Tahun 2019
Nomor 71).
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Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka p

tidak akan berjalan lancar

5. Peraturan Gubemnur Kalimantan Barat Nomor 7 Thun 2019 Tentang 7
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elaksanaan kegiatan Sosialisasi ini Sasaran Strategis, Indikator kinerja, target, prog

5. Mengetahui dan menguasai Produk Hukum Daerah Provinsi yang

akan disosialisasikan kepada masyarakat.

Peralatan -Fe nag |
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD
SK Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang Pembentukan TIM
Perangkat Komputer

catan dan Pendataan 1

ram dan anggaran

—
!

satu tahun
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1 |Mengumpulkan informasi dari masyarakat secara langsung Alat Tulis Kantor 2 hari Data dan Informasi tentang
maupun hasil koordinasi dengan Dinas/Badan terkait ( ) perlunya kegiatan Sosialisasi
tentang perlunya Sosialisasi Produk Hukum Daerah

2 |Menindaklanjuti Informasi tentang perlunya kegiatan Alat Tulis Kantor, Data dan 1 hari Persetujuan Kasat untuk
Sosialisasi tersebut dengan menyampaikannya kepada [ H | >]l l Informasi serta Nota Dinas menindaklanjuti Hasil Koordinasi
Kabid dan Kasat

3 [Menyerahkan persetujuan Kasat kepada Kabid untuk I ’ Disposisi 1 hari | - Disposisi
ditindak lanjuti dengan menyiapkan administrasi kegiatan
Sosialisasi

4 |Menugaskan Kasi untuk menyiapkan konsep administrasi ::——‘ Daftar nama-nama Tim dan Nota | 5 hari Draft SK Tim
Kegiatan Sosialisai Produk Hukum Daerah Alat Tulis Kantor, komputer Draft Kerangka Acuan

3 Dokumen Pelaksanaan Anaaaran Draf adminstrasi surat menvurat
Surat Undangan, Narasumber,

5 |Memeriksa konsep administrasi kegiatan Sosialisasi Draf SK TIM, KAK 1 hari Nota Dinas, Konsep SK TIM, KAK
Jika setuju menyampaikan kepada Kasat. Jika tidak setuju / K Draf Administrasi Surat Menyurat Konsep Administrasi Surat
menyerahkan kembali kepada Kasi Menyurat

6 |Memeriksa konsep administrasi kegiatan Sosialisasi, jika \ Konsep SK TIM, KAK dan Administrasi| 1 hari Dispaosisi
setuju mendandatangani dan menyerahkan ke Kabid. Jika / surat menyurat
tidak setuju mengembalikan kepada Kabid untuk di perbaiki \

7 [Menyerahkan SK TIM, KAK dan Administrasi surat R SK TIM, KAK 1 hari SK TIM, KAK
menyurat kegiatan sosialisasi ke Kabid untuk dilaksanakan I Administrasi Surat Menyurat Administrasi Surat Menyurat

8 |Melaksanakan kegiatan Sosialisasi sesuai dengan ﬁ Alat Tulis Kantor, Komputer 1 hari Dokumentasi Kegiatan
jadwal dan di tempat yang telah ditentukan 'l—: Ruangan Pelaksanaan Keg Notulen Kegiatan

i ntor dan 2 hari Konsep Laporan Kegiatan
Membuat Konsep Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan, Alat‘Tuhs - it s eg

g : e : Kegiatan

menyampaikan ke Kasi dan Kabid [ J—a[ J
10 Menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Konsep Laporan Kegiatan dan 1 hari Laporan hasil pelaksanaan

Kepada Kasat

Nota Dinas

kegiatan
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SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Disahkan Oleh

" Bembina Tingkat |
NIP. 19720908 199903 1 009

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

SEKSI KEWASPADAAN DINI Nama SOP KEWASPADAAN DINI PROVINSI KALIMANTAN
BARAT
Kualifikasi Pelaksana

Dasar Hukum

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong
Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap
Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;

. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

. Memiliki kewenangan dalam penyusunan program dan rencana

kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data Kewaspadaan Dini
Propinsi Kalimantan Barat;

. Memiliki kemampuan melaksanakan kegiatan pengumpulan dan

Pengolahan Data kewaspadaan dini Provinsi Kalimantan Barat;

. Memiliki kemampuan dalam mengkonsep surat
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Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 70 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Tahun 2019
Nomor 71).

1. Melakukan konsultasi dengan Pmetah u tit kebijakan;
2. Melakukan Koordinasi dgn Kabupaten/Kota serta Stakeholders terkait.

I ¥ i i ; 4 A WA 1 ] ]
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Barat tidak terhimpun dengan baik.

5. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Standar

Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka Data Kewaspadaan Dini di Kalimantan |

"1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD

1

2

3. SK Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang Pembentukan TIM
4

. Perangkat Komputer

acat; o f [

"~ Sasaran Strategis, Indikator kinerja, target, program dan anggaran

satu tahun




mu d SK Tim penguln
pengolahan Kewaspadaan Dini Propinsi

Kalimantan Barat.
b. mengajukan Draft SK Tim kepada Kabid dengan

nota pengantar
c. Menyampaikan Draft SK Tim , apabila disetujui
untuk ditanda tangan dengan Nota Dinas

- Daftar nama-nama Tim dan
Nota Pengantar
- Nota Dinas

Draft SK Tim

.

SK yang ditanda tangan
Kasat

Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang berisi : - Alat Tulis Kantor 2 hari | - Kerangka Acuan Kerja
a. Latar Belakang . Dokumen Pelaksana Anggaran (KAK)
b. Kegiatan Ej - SKTim
c. Maksud dan Tujuan
d. Cara Pelaksanaan Kegiatan
e. Pelaksana dan Penanggungjawab kegiatan
a. Membuat konsep surat permohonan data - Surat kepada Satpol PP 1 hari | - Surat Pengantar dan Surat
kewaspadaan dini Kepada kepala Satuan Polisi rALI——)L H—1 Kabupaten/Kota se-Kalbar Kepada Kasat Pol PP
Pamong Praja Kabupaten/Kota se-Kalimanan Barat Kabupaten/Kota se-Kalbar
d. Melakukan Pengumpulan dan Pengelolaan Data - SPT (Surat Perintah Tugas) 2 hari | - Hasil pengumpulan dan
Kewaspadaan Dini di Kabupaten/Kota se- dan SPPD (Surat Perintah pengelolaan data
Kalimantan Barat Ej Perjalanan Dinas) kewaspadaan dini dengan
Satpol PP Kab/Kota se-
Kalbar
Menyiapkan Administrasi Rapat :
. Undangan - Alat Tulis Kantor 1hari | - Undangan
. Materi - Dokumen Pelaksana Anggaran - Mater
Tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan - Tempat

a0 ow

Daftar Hadir

S 1
satettha

Daftar Hadir

%>

' Alat Tulis Kantor - aar Hadr
a. Registrasi - Daftar Hadir 4 kali | - Materi kegiatan
c. Penyampaian Materi - Materi kegiatan rapat | . Ruang Kegiatan
d. Diskusi - Ruang Kegiatan - Dokumentasi kegiatan
- Dokumentasi kegiatan
- Mengumpulkan dan Pengelolaan Data - SPT (Surat Perintah Tugas) 1 Tahun|- Data Kewaspadaan Dini
Kewaspadaan Dini ke Kabupaten/Kota se- dan SPPD (Surat Perintah di Kab/ Kota se-Kalbar

Kalimantan Barat

Perjalanan Dinas)




Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan
melaporkan kepada Kasat melalui Kasi dan Kabid

_ Laporan hasil
pelaksanaan kegiatan

- Alat Tulis Kantor, data kegiatan| 2 hari
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Tanggal Efektif 1 April 2020

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Disahkan Oleh

LEN 7 Pembina Tingkat |

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
‘2~ NIP. 19720908 199903 1 009
WORK SHOP DATA DAN INFORMASI
SEKSI KEWASPADAAN DINI Nama SOP KEWASPADAAN DINI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong
Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap
Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;

. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

. Memiliki kewenangan dalam penyusunan program dan rencana

. Memiliki kemampuan melaksanakan kegiatan pengumpulan dan

kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data Kewaspadaan Dini
Propinsi Kalimantan Barat;

Pengolahan Data kewaspadaan dini Provinsi Kalimantan Barat;

Memiliki kemampuan dalam mengkonsep surat




Kum

5. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Standar
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat;

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 70 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Tahun 2019
Nomor 71).
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Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka Data Kewaspadaa
Barat tidak terhimpun dengan baik.

n i di alana T

. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD

1

2

3. SKKepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang Pembentukan TIM
4

. Perangkat Komputer

Sasaran Strategis, Indikator kinerja, target, program dan anggaran
satu tahun




~—Membuat draft SK Tim Work Shop Data dan _
Informasi Kewaspadaan Dini Propinsi Kalimantan

Barat.
b. Mengajukan Draft SK Tim kepada Kabid dengan

nota pengantar

Menyampaikan Draft SK Tim , apabila disetujui
untuk ditanda tangan dengan Nota Dinas

- Daftar nama-nama Tim dan
Nota Pengantar
- Nota Dinas

- Draft SK Tim

- SKyang ditanda tangan
Kasat

2 |Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang berisi : - Alat Tulis Kantor 2 hari | - Kerangka Acuan Kerja
a. Latar Belakang - Dokumen Pelaksana Anggaran (KAK)
b. Kegiatan E: - SKTim
c. Maksud dan Tujuan
d. Cara Pelaksanaan Kegiatan
e. Pelaksana dan Penanggungjawab kegiatan
3 |a. Membuat konsep surat kepada kepala Satuan - Surat kepada Sa E E
Polisi Pamong P':'aja Kabu';aleangta se- I4 1 l‘—>[ Kabupalzn!Kola :'.pe?:(:::ar " ﬁﬁa’:&g:a"?pﬁfps"m
Kalimanan Barat Kabupaten/Kota se-
b. Mengajukan surat permintaan narasumber dari - Surat kepada SKPD terkait i |- i
e L I:j—*r H1 KabiKota sebagai Narasumber g ﬁﬁfia':"ﬁ?:i"?{e“ﬁusm'
Kabupaten/Kota se-Kalbar
¢. Melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi \ - SPT (Surat Perinta { 1= sl
Pamong Praja Kabupatenl?(ola se-Kalimantan |_ dan S(PPD (Surat Phe:rl:tga?) 2hr g:gol: ?Ff’d::bs;::t:g::n
Barat Perjalanan Dinas) SKPD terkait Kab/ Kota se-
Kalbar
4 |Menyiapkan Administrasi :
a. Undangan - Alat Tulis Kantor 3 hari | - Undangan
b. Materi - Dokumen Pelaksana Anggaran - Materi
c. Tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan - Tempat
d. Akomodasi - Akomodasi

e. Daftar Hadir
g e
a. Registrasi
b. Acara Pembukaan

c. Penyampaian Materi
d. Evaluasi pelaksanaan
e. Penutup

~ Alat Tulis Kantor

N IRE e

- Daftar Hadir

- Materi kegiatan

- Ruang Kegiatan

- Dokumentasi kegiatan

s/d 3 hari

- Materi kegiatan
- Ruang Kegiatan
- Dokumentasi kegiatan




Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan
melaporkan kepada Kasat melalui Kasi dan Kabid

Laporan hasil

- Alat Tulis Kantor, i il
i data kegiatan| 2 hari pelaksanaan kegiatan




Nomor SOP 331.1/ 222.1/SATPOL.PP-SET
Tanggal Pembuatan 26 Maret 2020
Tanggal Revisi Januari - Maret 2020
Tanggal Efektif 1 April 2020
e
Disahkan Oleh FERAEAZARIAN POLISI PAMONG PRAJA
TAN BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ; gﬁﬁgﬁgﬁ"}* vWuS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT L
N .~ Pembina Tingkat |
“NIP. 19720908 199903 1 009
RAPAT KOORD!NASI KEWASPADAAN DINI
KSI N
SEKSI KEWASPADAAN DINI Nama SOP PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong
Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap
Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;

. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

. Memiliki kewenangan dalam penyusunan program dan rencana

kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data Kewaspadaan Dini
Propinsi Kalimantan Barat;

. Memiliki kemampuan melaksanakan kegiatan pengumpulan dan |

Pengolahan Data kewaspadaan dini Provinsi Kalimantan Barat:

. Memiliki kemampuan dalam mengkonsep surat




. Peraturan Gubernur Nomor 0 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Standar

Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat;

Peraturan Gubemur Kalimantan Barat Nomor 70 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubemur Nomor 120 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Tahun 2019

Nomor 71).

6.

Jika tidak dilak
Barat tidak terhimpun dengan baik.

sanakan sesuai SOP, maka Data Kewaspadaan Dini di Kalimantan |

t '_.‘ll n

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD

SK Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang Pembentukan TIM
Perangkat Komputer

“Sasaran Strategis, Indikator kinerja, target, program dan anggaran

satu tahun
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. Membuat draft SK Tim pengendalian dan pengawasan Alat Tulis Kantor Draft SK Tim
Kewaspadaan Dini di Kalimantan Barat. Q
b. Mengajukan Draft SK Tim kepada Kabid dengan nota - Daftar nama-nama Tim dan Nota - Draft SK Tim
pengantar Pengantar
¢. Menyampaikan Draft SK Tim , apabila disetujui untuk - Nota Dinas - SK yang ditanda tangan
ditanda tangan dengan Nota Dinas Kasat
Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang berisi : - Alat Tulis Kantor 2 hari Kerangka Acuan Kerja
a. Latar Belakang - Dokumen Pelaksana Anggaran (KAK)
|b. Kegiatan tj - SKTim
c¢. Maksud dan Tujuan
d. Cara Pelaksanaan Kegiatan
e. Pelaksana dan Penanggungjawab kegiatan
a. Membuat konsep surat permintaan data identifikasi - Surat kepada Satpol PP 1 hari Surat Pengantar dan Surat
potensi kerawanan sosial kepada Kepala Satuan Polisi I—JLI_ Kabupaten/Kota se-Kalbar Kepada Kasat Pol PP
Pamong Praja Kabupaten/Kota se-Kalimanan Barat Kabupaten/Kota se-Kalbar
¢. Melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong \ - SPT (Surat Perintah Tugas) dan 2 hari Hasil koordinasi dengan
Praja Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Ej SPPD (Surat Perintah Perjalanan Satpol PP Kab/Kota se-
Dinas) Kalbar
Menyiapkan Administrasi Rapat :
a. Undangan - Alat Tulis Kantor 1 hari Undangan
b. Materi - Dokumen Pelaksana Anggaran Materi
c. Tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan Tempat
Daftar Hadir
~ Alat Tulis Kantor Daftar Hadir
- Daftar Hadir 2 kali Materi kegiatan
c. Penyampaian Materi - Materi kegiatan rapat Ruang Kegiatan
d. Diskusi - Ruang Kegiatan Dokumentasi kegiatan
- Dokumentasi kegiatan
- Mengkoordinasikan dengan Satuan Polisi Pamong Praja - SPT (Surat Perintah Tugas) dan | 1 Tahun |- Data identifikasi potensi
Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat SPPD (Surat Perintah Perjalanan kerawanan sosial di Kab/
Dinas) Kota




Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan
melaporkan kepada Kasat melalui Kasi dan Kabid

Laporan hasil pelaksanaan
kegiatan

- Alat Tulis Kantor, data kegiatan




Nomor SOP 331.1/ 222.1/SATPOL.PP-SET
Tanggal Pembuatan 26 Maret 2020
Tanggal Revisi Januari - Maret 2020
Tanggal Efektif 1 Mo
Disahkan Oleh / TUAN POLISI PAMONG PRAJA
’/”' S| KALWMANTAN BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA . & )
<\ GOLD GANDA PURBA, SP., SH., MH.
PROVINSI KALIMANTAN BARAT S i)
LT NIP. 19720908 199903 1 009
SEKSI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN Nama SOP ggﬁ’g‘-&‘:ﬁ&%%&?ﬁ” FUNGSI SATUAN

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 1.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 2

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong
Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap

Operasional Satuan Polisi Pamong Praja; 3.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 4
Perangkat Daeranh;

Memiliki kewenangan dalam penyusunan kegiatan Fasilitasi
Pembinaan Masyarakat Kabupaten / Kota se- Kalimantan
BaratMemiliki kemampuan dalam menyusun rencana pelaksanaan
kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah Provinsi di
Kabupaten/Kota;

. Memiliki kemampuan dalam menyusun rencana pelaksanaan

kegiatan Fasilitasi Pembinaan Masyarakat Kabupaten / Kota se-
Kalimantan Barat Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
untuk melaksanakan Koordinasi dengan Dinas / Badan;

Memiliki kemampuan dalam mengkonsep surat

. Mengetahui dan menguasai Produk Hukum Daerah Provinsi yang

akan disosialisasikan kepada masyarakat.




5. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Standar
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat;

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 70 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubemur Nomor 120 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Tahun 2019
Nomor 71).
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Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka pelaksanaan
dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja tidak akan berjalan lancar
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Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD

SK Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang Pembentukan TIM
ngkat Komputer

& an da Pe 2 ! { 0 Yehs
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|
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Sasaran Strategis, Indikator kietja. _' dan ng

satu tahun




" ' Tim Pan Pelaksanaan Kegiatan

- Alat Tulis Kanor

Draft SK Tim
Sosialisasi Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong
e ; - Daftar nama-nama Tim dan Nota - Draft SK Ti
j dengan nota . ¥ 5
b. Mengajukan Draft SK Tim kepada Kabid deng Pengantar
ngantar " ' |
c :ﬂem%ampaikan Draft SK Tim, apabila Kasat menyetujui Kok Db T
' untuk ditanda tangan dengan Nota Dinas :
Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang berisi : T 7y

2hari | - Kerangka Acuan Kerja

melam 'rk Dln

. Registrasi

- —Alatul Kantor >

iata - Dokumen Pelaksana Anggaran (KAK)

a. Uraian Kegiatan - Doum
b. Maksud dan Tujuan
¢. Tempat dan Waktu Pelaksanaan
d. Jumlah peserta

e. Hasil kegiatan | |

menyiapkan konsep administrasi Surat Menyurat : Alat Tulis Kafut_or -y g Ty undar.lgan

rta kegiatan - Konsep administrasi surat - Konsep surat permintaan

- Uﬂdaf‘gan p:se gl menyurat Narasumber

b. Permintaan Nara et i

¢. Permintaan Moderator

. e - Jadwal acara
d. Permintaan Pembawa Acara |
s - Tempat dan waktu kegiatan

i .‘ - Materi kegiatan

e. Materi Kegiatan ‘

f. Tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan

g. Daftar Hadir dan Jadwal acara

ini i lainnya
f. dan kelengkapan administrasi | |
- but kepada Kasi - Alat Tulis Kantor 1hari | - Surat undangan yang telah
~|a. mengajukan konsep surat-surat terse pad s
a Kabid dengan - Nota Pengantar Kasi kepada - Surat Permintaan Narasumber
b. mengajukan konsep surat Tim kepad o e
nota pengantar o
¢. mengajukan konsep surat tersebut kepar.ie Kasat, N A il - 3:::: :::;:t::m' -
apabila Kasat menyetujui di tandatangani dengan S

S

- Daftar Hadir

a - - Materi kegiatan
b. Acara Pembu Mal . - Materi kegiatan - Ruang Kegiatan
ian Materi g
c. Penvﬂm‘Pa'T o - Ruang Kegiatan - Dokumentasi kegiatan
d. Evaluasi pela - Dokumentasi kegiatan
e. Penutup

- Tempat dan waktu kegiatan

- Dar adir




membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan . | _ Laporan hasil pelaksanaan
melaporkan kepada Kasat melalui Kasi dan Kabid kegiatan




